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WALIKOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA METRO

NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI BIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

bahwa dalam rangka penegakan atas pelanggaran
Peraturan Daerah perlu memberdayakun Penyidik Pepawai
Negeri Sipil;

hahwa pelaksanaan tugas dan wewenang Penyidik Pegawsai
Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan terhadap
Pelanggaran  Peraturan Daerah  dimaksudkan untuk
menjamin adanya ketertiban dan kepastian hukum:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada hurul a dan b, perlu membenmik Peraturan Daersh
Kota Metro tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Nepara Republik
Indonesia Nomor 3258);

Undang-Undang MNomor 12 Tahun 1999 (entang
Pemmbentukan Eabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten
Dati I Lampung Timur dan Kotamadya Dati 1 Metro
{Lembaran Negara Tabun 1999 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negars Nomor 3825);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesin (Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4 168);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
3ipil Negara (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambshan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3587 sebagaimeana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,
gg_??hnh&n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
)
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Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tcntang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
{Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3258) schagmmana telah diubah dengan Peraburan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provingsi dan Pemerintaham Daerah
Kabupaten/Kota [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan
Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai
MNegeri Hipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa
(Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2012 Nomor
74, Tambhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
D298);

Peraturan Mentenn Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009
tentang Kode Elik Penyidik Pegawai Negeri Bipil Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 31 Tahun 2009
tentang Pedoman  Penyclenggaraan Pendidikan Dan
Pelatihan Penyidik Pegawal Negeri Sipil Daerah;

Peraturan Mentern Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011
lentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja (Berita Negara Republik Tndonesia Tahun
2011 Nomor 390}

Perdluran Menteri Dalam Negeri Nomar | Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor M.HK.01.AR.09.01 Tahun 2011
tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi,
Dan Pengambilan Bumpeh Atau Janji Pojabat DPenyidik
Pegawal Negeri Sipil, Dan Benituk, Ukuran, Warna, Formar,
Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik
Pegawai Negeri Sipil;

Feraturan Daerah Kota Metro Nommor 7 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kota Metro (Lembaran Dacrah Kota Metro Tahun 2008
Nomor 7, Tambahan Lembaran Dacrah Kota Metro Nomor
107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Deermh Kota
Metro Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Metro Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

Menetapkan

dan
WALIEOTA METRO

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK FPEGAWAI
NEGERI SIPIL.
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BAE 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kola Metro.
2. Pemerintah Daecrah adalah Walikolta dan Perangkat Daerah selapal unsur
Penvelengegara Pemenntahan Daerah.

Walikota adalah Walikola Metro.
Peraturan Dacrah adalah Peraturan Daerah Kota Metro.
Tindak Pidana adalah Tindak Pidana Pelanggaran lerhadap Peraturan Dacrah.

Aparatur Sipil Negara vang sclamjutnya disingkat ASN adalah profesi bag
pegawal negeri sipil dan pegawal pemerintah dengan peganjian kerja yvang
bekerja pada instansi pemermtah.

7. Pegawal Negeni Sipl yang selamjuinya disingkat PNS adalah warga negara
Indoncsia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat schagal Pegawal ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk mendudulki jabatan
pemerintahan,

8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah vang selanjutnya disingkat PPNS Dagerah
adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah
vang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan
penyvidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

9. Batuan Polisi Pamong Praja, vang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian
perangkat daerah dalam penegakan Peraluran Daerah dan penvelenggaraan
ketertiban umum dan ketenleraman masyarakal.

10. Penvidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyvidik
POLEl adalah Pejabat Polisi Negarm Republik Indonesia tertentu yvang diben
wowenang khusus olch Undang-Undang untuk melakukan penyvidikan.

11. Penvidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara
tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti vang dengan bukt itu
membuat terang tentang tindak pidana yvang (erjadl dan guna menemukan
tersangkanya.

g ke L

BAB II
KEDUDUEKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2
PPNS Daerah berkedudukan di bawah dan bertangpung jawab kepada Walikota.

Pasal 3

(1} PPNS Daerah mempunyal tugas melalukan penvidikan atas pelanggaran
Peraturan Daecrah sesuanl denpgan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yvang berlaki.

(2} Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada aval (1), PPNS Daerah
berada di bawah koordinasi Satpol PP dan pengawasan penyidik POLR],

Pasal 4

(1] PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal
3 mempunyal woewcnang:
a. menetima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan  dari
sesenrang mengenal adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraluran
Daerah;



(2)

(L)

(2]
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b: menelitd, mencari dan mengumpulkan keterangan;

e, mcminta keterangan dan barang bukti;

fl.  memeriksa bulu, catatan dan dokumen lain lerkail tndak pidana;

& melalukan tindalan pertama dan pemenksaan di tlempat kejadian;

f. menvuruh  berhenti sescorang dan memeriksa tanda pengenal din

tersangka;

melakukan penyitaan benda atau surat;

mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

i. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara;

e a1 1

j.  mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari

penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut
bukan merupakan tindak pidana dan selanjurnya melalui penyidik POLRI
memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, fersangka atau
keluarganya; dan

k. menpadakan  tindakan  lain menurut  hukum  yang  dapat
dipertanpoungjawabkan.

FPNS Daecrah tidak berwenang untuk melakukan  penangkapan  atau

penahanan,

BARB II1
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

PPNS Daerah disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian, dapat
diberikan minjangan/tambahan penghasilan,

RBesarnya uang mnjangan/tambahan penghasilan  sebagaimana  dimaksud
pada avat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan memperhatikan
kondisi dan kemampuan keuangan dacrah.

Pasal 6

PPNS Dacrah sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban:

.

k.

(1}
(2]

melakukan penyidikan apabila mengetahui, menenma laporan dan pengaduan
mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;

menverahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyudik
POLEI dalam wilayah hukum vang sama;

mengajukan ijin dan membual Berita Acara setiap tindakan dalam hal:
pemeriksaan tersangka;

memasuki rumsh dan/atau pekarangan,

penvitaan barang;

pemeriksasn saksi; dan

pemeriksasan tempat kejadian.

membuat laporan pelaksanasn ugas kepada Walikota melalui Pimpinan
masing masing.

e

BAB IV
PENGANGEATAN, MUTASBI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7
PPNS Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Menten Hukum dan Hak Asasi
Manusia atas usul Walikota melalul Menteri Dalam Neger,

Pengangkatan PPNS Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Hukoum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat
pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Eepolisian Republik Indonesia.
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' [3}' Pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Mentern Hukum dan Hak Asasi Manusia,

Pasal B

(1} Untuk dapat diangkat sebagai PPNS, calon harus memenuhi persyaratan
aebagal beriloat

a. masa kerjg sebagai pegawail negeri sipil paling singkat 2 [dua) tabhun;

b, berpangkal paling rendah Penata Muda/ golongan I/ a;

.  berpendidikan paling rendah sarjana hulkum atau sarjana lain yang
setara;
bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;

e. schat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan
dolter pada rumah salkit pemerintah;

f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian
Pelaksanaan Peckerjaan pegawal negeri sipil  paling  sedikit  bernilai
baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatiban di bidang penyidikan; dan

h. mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

(2) Tata cara pengusulan pengangkatan PPNS Dacrah diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Wahkota.

Pasal 9@

PPNS Dacrah diberhentikan dari jabatannya karena:

a. berhenti schagai Pegawai Negeri Sipil;

b. atas permintaan scndin;

¢. melanggar disiplin kepegawaian atau terbukti melakukan lindak pidana
berdasarkan putusan pengadilan vang telah mempunyal kekualan hukum
T

d. tidak bermugas lagi di bidang teknis operasional penegakan hukum;

meninggal dunia; atau

pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil.

a5 |

BAB V
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 10

Pendidikan dan Pelatihan PPNS Daerah rerdiri dari:
a. Pendidikan dan Pelatihan Calon PPNS Daerah;
b. Pendidikan dan Pelatihan peningkatan kemampuan PPNS Dacrah,

Pasal 11

Hal-hal yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
PPNS Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAEB VI
KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 12

{1} PNS vang telah diangkat sebagai PPNS Dacrah diberi kartu landa pengenal.

{2) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayatl (1) berlaku selama 5
(lima) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang.

(3] Karmu tanda pengenal scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani
oleh Pejabat vang berwenang.
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SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN
Pasal 13

(1]
(2]

i3]

(1)

(2]

(3]

(1)
(2]

Scbelum pelantikan, PPNS Daerah harus mengucapkan sumpah/janji.

Pelantikan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilalkukan oleh
Kepala Kantor Wilayah Kementerion Hukum dan Hak Asasi Manusia atau
pejabat yvang ditunjuk di Kantor Wilayah Kemenierian Hukum dan Hak Asasi
Manusia.

Tata cara pengambhilan sumpah/janji dan pelanlikan dilaksanakan sesusd
dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 14
PPNS Dacerah yang telah dilantik, dapat melaksanakan penyidikan pelanggaran
Peraturan Tlaerah,

Dalam menjalanksn tugas penyidikan, setiap PPNS Daerah harus dilengkapi
dengan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Satpol PP atas nama Walikota,
keccuali dalam hal tertangkap tangan,

Petunjulk teknis penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah oleh PPNS Daerah
diatar lehih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 14,
ditetapkan Bentuk/Modecl Formulir Penyidikan.

Bentuk/Model Formulir Penyidikan schagaimansa dimaksud pada avat (1)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAE IX
PEMBINAAN

Pasal 16

Pembinaan terhadap PPNS Daerah meliputi:

a.
b.
e

(1}

(2]

(<)

(1]

(2]

pembingsan umum,
pembinaan teknis; dan
pembinaan opcrasional.

Pasal 17

Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan
oleh Menter: Dialam Negeri.

Pembinaan Tcknis sebagaimansa dimaksud dalam Pasal 16 hurul b, dilakulkan
oleh Menterl Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kepolisian Republik
Indonesia dan Jaksa Agung sesuai denpan tugas dan fungsi masing-masing.

Pemhinaan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huml o,
dilaltukan olch Walikota yang pelaksanaannya dilakukan oleh Satpol PP,

BAB X
PFAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 18

PPN Daerah dalam melaksanakan tugas dengan menggunakan Pakaian Dinas
PPNS Daerah.

Ketentuan tentang Pakaian Dinas dan Atribuc PPNS Daerah diatur lebik lanjul
dengan Peraniran Walikota.
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BAE XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diuvndangkan.

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

PARAF HIERAKIHIS | Diwctapkan di Metro
%. pada tanggal |4 Age! 2015

-y = WALIKOTA METRO,

Kasubbag ... m-ﬂu....r;ﬂ,%. MMD

Diundangkan di Kota Metro
pada tanggal 14 Al 2015
. SEKRETARIS KOTA METRO,

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2015 NOMOR .0~

NUMOR REGISTER FERATURAN DAERAH KOTA METROD, PROVINST LAMPUNG NOMOR : DS/MTR 2015
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. UMUOM

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah maka keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Daerah perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya agar mampu dan
berwibawa dalam melaksanakan tugas  serta  tanggung  jawabnya  dalam
menciptakan kctentcraman, ketertiban umum  serta melakukan  penyidikan
terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Untuk itu perhu adanya langkah-langkah yang jelas dalam mengantisipasi
perkembangan dan dinamika i era globalisasi schingga kondisi ketenteraman dan
ketertiban umum daerah yvang merupakan kebutuhan mendasar bagi seluruh
masvarakat dapat terwujud. Bahwa sehubungan dengan hal-hal fersebut di atas
Dalam rangka memberikan landasan hukum bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipal
Daerah perlu.

[I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Culoap jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Peraturan Daerah di sini adalah Peraturan

Dacrah  yang mengandung sanksi  pidana, termasuk Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah.

Ayat (2}
PPNS Dacrah dualam melaksanakan tugas penyidikan, tidak terlepas
dari peranan Penyidik POLRI selaku pengawas, karena berkas hasil

penvidikan PPNS Daerah tidak dapat langsung dilimpahkan ke
Kejaksaan melainkan harus melalui Penyidik POLRIL

Pasal 4
Avat (1]

Huruf a
Cukup jelas,

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢
Cukup jelas,

Hurul d
Yang dimaksud dengan penyitaan adalah serangkaian tindakan
PPNS Daerah untuk mengambil alih dan atau menyimpan di
bawal penguasaannya benda bergerak atau tidak bergeralk,

berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian
dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
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Yang dimmaksud dengan benda adalah vang diduga berhubungan
dengan sdanya tndak pidana. Yang dimaksud denpan surat
adalah surat yang bcrasal dan tersangka atau ditwukan
kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau
apabila surat tersebut merupakan alat untuk melakukan bndak

pidana.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf
Cukup jelas.
Huruf g
Culoup iclas.
IMuruf h
Cukup jelas.
Hurul 1
Culup jelas
Aval (2]
. Cukup jelas.
Pasal &
Avat (1)
Cukup jelas.
Avat (2)
Cukup jelas.
Pasal 6
Hurufl «

Penyidikan oleh PPNS Dacrah dilaksanakan setelah PPNS Dacrah yvang
bersangkutan setelah memperoleh Surat Perintah dari Pimpinan
Perangkat Dacrahnya atas nama Walikota,

Huruf b
Cukup jelas.
Hurf ¢
. Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
FPasal ¥
Cukup jelas.
Pazal 8
Aval (1)
Cukup jelas.
Avat (2]
Cultup jelas.
Pazal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Culoup jelas,
Pasal 11
Cukup jelas,
Pasal 12
Culkup jelas.
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Pasal 3
Cukup jelas.
Pasul 14
Avat (1)
Yang dimaksud dengan PPNS Daerah dapat melaksanakan penyidikan

pelanggaran  Peraturan  Daerah  adalah  Peraturan Daerah  yang
mengandung sanksl sesuai dengan dasar hukum, wewcnang dan

wilayah kerjanya masing-masing,
Avat [2)
Cukup jelas.
Ayat (3]
Cukup jelas,
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Hurul a

Yang dimaksud dengan Pembinaan Umum adalah pembinaan berupa

. pemberian pedorman, bimbingan, arahan dan supervisi vang berkaitan
dengan pemberdavaan PPNS Daerah.

IMurufl b
Yang dimaksud dengan Pembinaan Teknis adalah pembinaan berupa:
- Pembinaan teknis yuridis.
- Pembinaan teknis administeatil.
- Pembinaan pelaksanaan tugas-tugas operasional,
Huruf c

Yang dimaksud dengan Pembinaan Operasional adalah pembinaan
berupa petunjuk teknis operasional PPNS Daerah.
Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas,

@ rasal o
Cukup jelas.



